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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak dilandaskan atas 

kekuasaan, oleh sebab itu diharapkan semua masalah yang ada di masyarakat 

Indonesia dilandaskan atas hukum positif yang ada. Hukum merupakan segala 

aturan yang menjadi pedoman perilaku setiap orang dalam hubungan hidup 

bermasyarakat atau bernegara disertai sanksi yang tegas apabila dilanggar.1 Sistem 

hukum di Indonesia diadopsi dari Belanda  mengingat kolonial Belanda menjajah 

Indonesia dalam kurun waktu 350 tahun maka kebiasaan hukum masyarakat 

Indonesia mengacu pada hukum Belanda itu sendiri. Khususnya hukum positif di 

Indonesia yang memiliki sifat demokrasi maka masyarakatnya harus dapat 

mengetahui bahwa mereka dilindungi oleh hukum sekecil apapun itu semuanya 

bersangkutan oleh hukum positif yang mengatur. 

Manusia sebagai perorangan atau individu cenderung untuk berkumpul 

dengan individu-individu lain dan dengan itu membentuk kelompok manusia yang 

hidup bersama. Kecenderungannya berkelompok ini manusia dinamakan mahkluk 

                                                           
1 Abdulkadir Muhammad, S.H., Hukum Perdata Indonesia (Bandung:Penerbit PT CITRA 

ADITYA A, 2014), hal. 1. 
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sosial.2 Manusia diciptakan memang untuk bersosialisasi dengan sesamanya, 

Aristoteles menyebut manusia itu “zoon politikon” (Makhluk sosial).3 

Interaksi sosial merupakan suatu fondasi dari hubungan yang berupa 

tindakan yang berdasarkan norma dan nilai sosial yang berlaku dan diterapkan di 

dalam masyarakat. Interaksi sosial sering kali terjadi konflik didalamnya seperti 

kesalah pahaman, dan hak-hak yang ingin dipertahankan oleh pihak tersebut dari 

pihak lainnya atau memaksa pihak lain itu untuk melaksanakannya kewajibannya. 

Masyarakat dalam berinteraksi sering kali mengalami perserturuan atau konflik. 

Konflik akan selalu ada di kehidupan manusia, masyarakat, atau warga 

Indonesia khususnya, maka dari itu norma-norma diciptakan untuk mengatur 

perilaku masyarakat dan perlindungan hak masyarakat tersebut. Setiap manusia 

atau masyarakat pasti akan selalu memiliki kepentingan individu atau pribadi akan 

tetapi selama tidak melanggar hak individu masyarakat lainnya dapat dimilikinya.  

Hukum dibuat untuk mengatur kepentingan-kepentingan pribadi setiap individu 

agar tidak terjadi kekacauan di dalam masyarakat dan mencegah konflik terjadi. 

Tanpa adanya hukum, masyarakat yang sedang mengalami konflik individu 

masyarakat atau lebih tidak dapat menyelesaikan konflik salah satu konflik yaitu 

sengketa tanah. 

Secara filosofi tanah sejak awalnya tidak diberikan kepada perorangan, jadi 

seseorang yang menjual tanah bukan berarti menjual miliknya, tetapi hanya menjual 

                                                           
2 Mocthar Kusumaatmadja, S.H. LL.M. – Dr. Barief Sidharta, S.H., PENGANtAR ILMU HUKUM 

Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku 1 (Bandung: Penerbit 

P.T. Alumni, 2009), hal. 12. 
3 Ibid., hal 12. 
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jasa memelihara dan menjaga itu dikuasainya.4 Dalam Pasal 16 Undang-undang 

No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau disebut 

Undang-undang Pokok Agraria selanjutnya disebut (UUPA) diatur tentang hak-hak 

atas tanah yang dapat diberikan kepada warga negaranya berupa Hak Milik, Hak 

Guna Usaha, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka tanah, dan Hak-hak lainnya 

yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut akan ditetapkan dengan undang-

undang serta hak-hak tersebut akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-

hak yang sifatnya sementara sebagaimana disebutkan dalam Pasal Pasal 53 UUPA. 

Kepemilikan tanah selama ini sudah diatur di dalam Undang-undang dan di jamin 

oleh negara melalui peraturan perundang-perundangan yang tertuang dalam UUPA 

akan tetapi masih saja terjadi konflik dan sengketa. 

Tanah memiliki peran yang sangat vital di kehidupan makhluk hidup. Tanah 

dapat menyediakan semua apa yang kita butuhkan khususnya masyarakat seperti 

air, pertanian, bangunan, tempat tinggal, industri, dan sebagainya. Hal-hal demikian 

membutuhkan perannya tanah untuk dapat menjalankan perannya masing-masing. 

Isitlah tanah yang terdapat dalam UUPA No. 5 Tahun 1960 terdapat pada Pasal 4 

(1) dengan bunyi: “ Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yag dimaksud 

dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang 

disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik 

sendiri maupun bersama-bersama dengan orang lain serta badan-badan hukum”.5 

Yang dimaksud tanah dalam Pasal ini ialah permukaan bumi. Semua hal yang 

                                                           
4 Soedharyo Soimin, 1993, Status Hak dan Pembebasan Tanah, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.82. 
5 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, 2007, hlm 551 
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meliputi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya disebut 

Agraria. Dalam batas-batas yang ditentukan pada Pasal 48 ruang angkasa turut ikut 

di dalamnya6. Sedangkan hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang 

kepada seseorang yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil 

manfaat atas tanah tersebut. Semua hak-hak atas tanah memiliki fungsi yang sama 

yaitu bertujuan untuk sosial, maka dari itu semua badan hukum ataupun instansi 

yang berhubungan dengan hukum tanah wajib menggunakan tanahnya demi 

kesejateraan rakyatnya seperti memeliharanya, memberikan kesuburan pada tanah, 

dan serta mencegah rusaknya tanah.  

Tanah diberikan kepada orang yang hak-hak kepemilikannya sesuai dengan 

UUPA yaitu digunakan dan dimanfaatkan. Diberikannya dan dipunyai tanah 

dengan hak-hak tersebut tidak akan bermakna jika penggunaanya terbatas hanya 

pada tanah sebagai permukaan bumi saja.7 Tanah dapat diperjual belikan oleh 

pemilik tanah menggunakan akta jual beli. Jual beli tanah ini dilakukan secara sah 

dan diakui oleh Negara. 

Hak atas tanah yang dipunyai berdasarkan yang sudah diatur ialah tanahnya, 

artinya sebagian permukaan bumi tertentu, akan tetapi wewenang penggunaannya 

diperluas meliputi bawah dan atas tubuh bumi. 

Timbulnya sengketa tanah diawali dengan pengaduan pihak yang berisi 

keberatan-keberatan. Sengketa pertanahan dirumuskan dalam Pasal 1 Poin 2 

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 

                                                           
6 Ibid, hlm 6 
7 Ibid, hlm 18 
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Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, “Sengketa tanah 

yang selanjutnya disebut Sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang 

perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas”. Sengketa 

tanah seringkali menjadi permasalahan di beberapa kalangan masyarakat. 

Jika seseorang merasa dirugikan haknya atas tanah oleh orang lain yang 

menguasai tanah obyek sengketa tersebut tanpa adanya persetujuan dari orang yang 

mempunyai hak atas tanah tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan 

Negeri. Tujuan dari tuntutan itu adalah jika orang tersebut merasa haknya lebih 

menguasai atas tanah yang menjadi obyek sengketa daripada orang lain maka 

gugatan dari penggugat akan dilalui beberapa tahap dan proses tergantung dari 

masalah sengketanya, jika sudah melalui tahap-tahap maka putusan baru bisa 

diputuskan oleh Pengadilan Negeri. 

Jika seseorang merasa haknya telah diambil oleh pihak lain atau haknya 

diganggu oleh pihak lain maka orang tersebut dipastikan ingin merebut hak yang 

sudah diambil oleh pihak lain atau ingin memulihkan hak yang seharusnya ia 

dapatkan. Jika penyelesaian damai tidak dapat menemukan titik terang untuk 

menyelesaikan permasalahan sengketa tersebut maka orang yang merasa dirugikan 

dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk dapat mengembalikan apa 

yang seharusnya menjadi hak orang tersebut. 

Hak milik menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa hak milik 

adalah hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas 
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tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 yang menyebutkan bahwa semua 

hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Disebutkan turun menurun yang artinya 

bahwa selama pemilik masih hidup, dan jika ia meninggal dunia maka hak tersebut 

dapat diperoleh oleh keturunannya atau dilanjutkan oleh ahli warisnya. 

Ahli waris menurut waris perdata tidak dibedakan dari jenis kelamin seperti 

beberapa hukum waris adat. Seseorang menjadi ahli waris menurut waris perdata 

ditentukan oleh perkawinan dan hubungan darah yang sah atau tidak. Seperti yang 

sudah dijelaskan Pasal 825 KUHPerdata orang yang memiliki hubungan darah 

terdekatlah yang berhak mendapatkan harta waris. Ahli waris menurut undang-

undang terdiri dari empat kelompok. Kelompok pertama terdiri dari sepasang suami 

istri yang hidup terlama ditambah anak atau anak-anak serta keturunan dari anak 

tersebut, hal ini diatur dalam Pasal 832 dan 852 KUHPerdata. Kelompok kedua 

terdiri dari atas ayah dan ibu kandung yang masih hidup, ayah dan ibu yang sudah 

meninggal, dan saudara-saudari beserta keturunan dari saudara-saudari tersebut, hal 

ini diatur dalam Pasal 854 sampai Pasal 857 KUHPerdata. Kelompok ketiga terdiri 

dari kakek dan nenek dari garis ibu dan kakek dan nenek dari garis bapak, hal ini 

diatur dalam Pasal 850 KUHPerdata. Kelompok keempat terdiri dari sanak keluarga 

pewaris yang lainnya dan diatur di dalam Pasal 858 dan Pasal 861 KUHPerdata. 

Waris disatu sisi menyangkut dengan keluarga karena menyangkut siapa 

yang menjadi ahli waris dan tertuju kepada harta kekayaan karena menyangkut 

siapa yang berhak mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh almarhum. Waris 

pada umumnya harta yang ditinggalkan oleh pemilik harta kemudian harta tersebut 

diberikan oleh anggota keluarga lainnya yang diberi wasiat oleh almarhum. Obyek 
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waris adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Maka Hukum Waris adalah 

peristiwa hukum yang mengatur tentang warisan dari peristiwa karena kematian 

kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk.8 

 Dasar hukum waris adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 830 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu9 “Pewarisan hanya berlangsung 

karena kematian”, kalimat yang dapat dimengerti dari kalimat tersebut ialah, bahwa 

jika seseorang meninggal dunia maka semua harta serta kewajibannya akan beralih 

ke ahli warisnya. Sehingga dalam hal ini perwarisan akan terjadi bila tiga 

persyaratan terpenuhi.10  

a. Ada seseorang yang meninggal dunia 

b. Ada orang yang masih hidup sebagai ahli wairs yang akan memperoleh warisan 

pada saat pewaris meninggal dunia. 

c. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggal pewaris. 

Pewarisan adalah salah satu pemindahan hak atas tanah, yang dimana 

seseorang yang terdaftar namanya dalam alat bukti hak meninggal dunia, maka 

disaat itu timbul perwarisan atas harta yang ditinggalkan oleh almarhum, maka 

dalam hal ini maka ahli waris telah memegang haknya untuk memiliki sepenuhnya 

apa yang sudah dimiliki oleh pewaris sebelumnya yang telah meninggal dunia. 

                                                           
8 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993), hal 

266-267. 
9 Eman Suparman, Ensiklopedia Nasional Indonesia, Jakarta, PT.Cipta Adi Pusaka, 1988), hal.21. 
10 Sudarsono, Hukum Waris dan Sistem Bilateral, (Jakarta, Rinika, Cipta, 1990), hal.21. 
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Dalam hukum agraria, pemeliharaan data tanah dilakukan apabila terjadi perubahan 

pada data fisik atau data yuridis objek pendaftaran tanah yang telah didaftar.11 

Salah satu masalah sengketa tanah waris adalah putusan No.2746 

K/Pdt/2016, putusan ini membatalkan putusan sebelumnya yaitu putusan 

No.79/PDT/2016/PT.DKI, yang membatalkan putusan sebelumnya yaitu 

No.178/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. Gugatan ini dilatar belakangi dari tidak terimanya 

para penggugat yang terdiri dari 1. Herry Prayitno, 2. Endang Retnowati, 3. Dodi 

Susanto, 4. Tina Ralina, 5. Tina Herlina, 6. Tuti Andayani (Para Penggugat) 

melawan 1. Haji Rainier Rais (Tergugat 1), 2. Rossniarty Rais (Tergugat 2), 3. 

Djunaedi Kasan Hidayat (Tergugat 3), karena para tergugat telah melakukan jual 

beli atas tanah yang menjadi sengketa tersebut tanpa sepengetahuan para 

penggugat, dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta (Turut 

Tergugat) yang mengeluarkan sertifikat tanah untuk para tergugat. Para Penggugat 

adalah ahli waris dari tanah yang disengketakan. PN mengabulkan permohonan 

Para Penggugat yang membatalkan hak kepemilikan tanah oleh Para Tegugat dan 

membalikan nama ke Para Penggugat, putusan PN tersebut dibatalkan di PT, akan 

tetapi di Kasasi Tergugat III dan Tergugat IV dimenangkan. 

Atas pertimbangan-timbangan tersebut maka penulis merasa perlu untuk 

menganalisa lebih dalam dan menuangkannya dalam bentuk penulisan skripsi 

dengan judul: “ Tinjauan Yuridis Keabsahan Kepemilikan Tanah Waris 

                                                           
11 Boedi Harsono, op.cit., hal.491. 
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dengan Hak Erfpacth (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor  

2746/K/Pdt/2016). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh penulis pada sub-bab latar 

belakang terdapat adanya permasalahan. Permasalahan dalam penelitian sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah keabsahan penguasaan tanah Hak Erfpacth oleh ahli waris 

seluas 1.964 M2 ditinjau dari hukum tanah nasional?  

2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa tanah warisan dalam Putusan Nomor 

2746/K/Pdt/2016 Jo. Putusan Nomor 79/PDT/2016/PT.DKI Jo. Putusan 

Nomor 178/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan mengkaji penguasaan tanah yang dimiliki ahli waris 

kepada tanah menurut ketentuan hukum tanah nasional? 

2. Untuk menyelesaikan permasalahan sengketa tanah warisan dalam Putusan 

Nomor 2746/K/Pdt/2016 Jo. Putusan Nomor 79/PDT/2016/PT.DKI Jo. 

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel? 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian dari skripsi Penulis adalah: 
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a. Secara Teoritis, Penelitian ini bermanfaat untuk membawa para pembaca 

dijadikan referensi untuk penilitian selanjutnya dengan penilitian serupa. 

b. Secara praktis, diharapkan agar permasalahan atas tanah warisan dengan 

adanya penelitian ini dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan 

evaluasi secara baik dan sesuai aturan yang sudah ada diterapkan selama ini. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam penguraian dan pembahasan secara sistemastis 

terhadap materi yang disajikan, Penulis menyusun sistematikan penulisan sebagai 

berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam bab ini, dijelaskan landaskan teoritis dan landasan konseptual yang 

mendasari penelitian dalam skripsi ini. Terdapat pula uraian secara lebih mendalam 

mengenai sengketa kepemilikan tanah warisan akibat kepemilikan tanah tanpa 

sepengatahuan ahli waris. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

 Jenis penelitian yang digunakan skripsi ini, objek penelitian, bahan hukum, 

baik itu primer maupun sekunder, dan bahan nonhukum yang menunjang 
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pembahasan isu hukum, sifat analasis, serta hambatan dan penanggulangan yang 

dialami selama penelitian akan diuraikan dalam bab ini. 

 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

 Pada bab ini dipaparkan mengenai permasalahan penelitian beserta 

pemecahannya yang dilandaskan pada teori-teori hukum, prinsip-prinsip hukum, 

dan peraturan perundang-undangan. 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini berisi kesimpulan atas penilitian yang dilakukan dan rekomendasi 

hukum atas masalah dalam penelitian ini.  

 

 

 

 

 


